
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 063 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2021 
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! PENGELOLAAN 
AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor O 1
Tahun 2021 ten tang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan
Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi
di lapangan sehingga perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor O 1
Tahun· 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan
Air Minum Banjarbakula Pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2018 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG 
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR 
MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG PROVINS! KALIMANTAN SELATAN. 



- 4 -

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01 
Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Sela tan Tahun 2021 Nomor 1) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 

( 1) Tarif pelayanan diperhitungkan atas dasar Real Unit Cost, dengan
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan,
kebutuhan, daya bell masyarakat, asas keadilan dan kepatutan,
dan kompetisi yang sehat.

(2) Tarif pelayanan tidak dimaksudkan semata-mata
keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan
dan berasaskan gotong royong, adil dengan
kepentingan masyarakat.

untuk mencari 
fungsi sosial 
mengutamakan 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
pelayanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pelayanan pada UPTD BPAM Banjarbakula.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 

(1) UPTD BPAM Banjarbakula memungut biaya sebagai imbalan atas jasa
layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan seluruh
penerimaan merupakan pendapatan UPTD BPAM Banjarbakula.

(2) Dasar pengenaan tarif adalah volume pemakaian pada titik
pengambilan Air Curah berdasarkan angka water meter yang terpasang.

(3) Besarnya Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 0 1 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum
Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Selatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
Pada tanggal 

 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2023 NOMOR 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR t :\ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 

TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM 

BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

DAFTAR TARIF LAYANAN BLUD UPTD BPAM BANJARBAKULA 

I. Tarif Layanan Langsung Kepada Masyarakat

NO 
JENIS HARGA AIR BIAYA 

KETERANGAN 
LAYANAN ( 1000 liter) OPERASIONAL 

1. Pelayanan Rp. 12.000,- Rp. 140.000,- a. Zona I
air curah Banjarbaru Kota -

melalui Martapura Kota
mobil tangki Rp. 190.000,- b. Zona II

kapasitas Landasan Ulin - Gambut -
5000 Liter Astambul

Rp. 240.000,- c. Zona III
Kertak Hanyar - Sei. Tabuk
- Martapura Barat

Rp. 290.000,- d. Zona IV
Aluh-Aluh - Beruntung
Baru - Tatah Makmur -
Simpang Empat -

Pengaron
Rp. 340.000,- e. Zona V

Banjarmasin - Handil
Bakti

2. Perorangan Rp. 12.000,- -

yang
mengambil
sendiri

II. Tarif Pelayanan ke PT. Air Minum

NO PELANGGAN JENIS LAYANAN 
HARGA 

(1000 liter) 

1. PT. AIR MINUM INTAN BANJAR - Air Baku - Rp. 196,-
-Air Curah - Rp. 2.049,-

2. PT. AIR MINUM BANDARMASIH Air Baku - Rp. 650,-

3. PT. AIR MINUM BERKAH BANUA Air Curah - RP. 1.603,-
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